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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan 

Program Pengalaman  Lapangaadalah suatau program yang tercantum dalam 

kurikulum di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa/i dengan tujuan agar 

mahasiswa/i yang bersangkautan dapat mengembangkan keterampilan dan 

memahami etika pekerjaan serta mendapatkan kesempatan dalam menerapkan 

ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada relevansinya dengan kurikulum 

pendidikan.  

Bebargai tingkat pendidikan yang kurang berpontensi, maka pendidikan 

harus dikembangkan agar pendidikan semakin meningkat. Sementara disisi lain, 

dengan adanya lembaga pendidikan yang meningkat kualitas mahasiswa/i atau 

lulusannya agar dapat menjadi mahasiswa/i yang terampil. 

Didalam masa sekarang ini, seorang mahasiswa/i bukan hanya dituntut 

berkompeten dalam berbagai bidang tetapi mahasisawa/i juga dituntut untuk 

memiliki kompetensi yang diantaranya; mandiri, mampu berkomunikasi, memiliki 

wawasan yang luas, mampu mengambil keputusan dan bertanggng jawab. 

Program Pengalaman Lapangan merupakan  suatu kegiatan pembelajaran 

mahasiswa/i dalam dunia kerja yang nyata yang bertujuan mengembangkan 

kreatifitas serta menumbuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 
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berhubungan dengan pendidikan. Program Pengalaman Lapangan juga mampu 

melatih kamampuan mahasiswa/i untuk menjadi pribadi yang mandiri, mampu 

memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam bekerja. Melalui Program 

Pengalaman Lapangan ini juga diharapkan agar mahasiswa/i dapat secara 

langsung melihat dan membandingkan bagaimana aplikasi dari landasan teori  

yang diperolehnya dengan kenyataan yang ada dilapangan serta berkesempatan 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan 

dan dapat memberikan ide-ide yang berguna juga memiliki rasa disiplin tanggung 

jawab terhadap tugas tugas yang diberikan kepadanya. 

Ini merupakan suatu tantangan bagi mahasiswa/i sebagai sarana untuk 

mempersiapkan diri sebelum terjun kedunia kerja bagi lembaga-lembaga pendidik 

untuk menjawab tantangan mempersiapkan tenaga sumber daya manusia (SDM) 

yang dibutuhkan. Bagi dunia usaha prakter kerja/Program Pengalaman Lapangan 

ini merupakan transfer ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai masukan 

dalam mengambil langkah-langkah masukan. 

Di negara indonesia sekarang ini masi banyak didapatkan wajib pajak 

yang belum mematuhi atau menyampaikan Surat Pemberitahuan ke kantor 

pelayanan pajak yang telah ditetapkan, sehingga wajib pajak menerima surat 

teguran dari pihak kantor pajak, akibat keterlambatan melaporkan Surat 

Pemberitahuannya. Surat teguran yang artinya wajib pajak segera melporkan atau 

melunasi hutang pajaknya kepada negara sebelum diterbitnya surat paksa yang 

artinya penyitaan atau pelelangan secara paksa harta yang tidak berwujud yang 

dimiliki oleh wajib pajak. Dampaknya adalah wajib pajak akan dikenakan sanksi 
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berupa administras keterlambatan menyampaikan STP sesuai peraturan yang telah 

ditetapkan oleh DJP dan sanksi pidana sesuai peraturan Perundang-undangan. 

Dari Program Pengalaman Lapangan penulis mendapatkan sebuah ide 

yang berjudul Penerbitan Surat Terguran Kepada Wajib Pajak Yang Belum 

Menyampaikan Surat Pemberitahuan. Penulis tertarik dengan judul tersebut 

karena ingin membahasnya dalam laporan penulis, agar penulis dan orang lain 

paham apa yang dimaksud dengan Surat terguran, dan bagaimana jika tidak 

dilaporkan atau tidak disampaikan Surat Pemberitahuan tersebut, penulis harus 

mampu menjelaskan jika ditanyakan tentang Surat Teguran dan sanksi jika tidak 

disampaikan Surat Pemberitahuan 

B. Ruang lingkup Program Pengalaman Kerja Lapangan 

Dalam kesempatan ini penulis melaksanakan Program Pengalaman Kerja 

Lapangan di KPP PRATAMA MEDAN PETISAH yang terhitung mulai tanggal 

01 februari 2019 s/d 28 februari 2019. Selama melaksanakan Program 

Pengalaman Kerja Lapanganpenulis ditempatkan di KPP PRATAMA MEDAN 

PETISAH yang terletak di jalan asrama medan. Melalui pelaksanaan mangang ini 

mahasiswa melaksanakan proses Program Pengalaman Kerja Lapangan layaknya 

seorang pegawai dengan tetap memperhatikan prosedur dan batasan-batasan yang 

telah ditetapkan sehingga diharapkan kerja di KPP PRATAMA MEDAN 

PETISAH. 
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C. Tujuan Program Pengalaman Kerja Lapangan 

Adapun tujuan Program Pengalaman Kerja Lapangan dari dilaksanakannya 

magang adalah : 

1. mahasiswa/i kepada situasi dan kondisi kerja yang Memperlkenalakan 

sebenarnya. 

2. Melatih kemampuan mahasiswa/i untuk menjadi pribadi-pribadi yang 

mandiri, mampu bersikap lebih baik, mampu memecahkan maslah dan 

mengambil keputusan dalam bekerja. 

3. Menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan terhadap jenis-jenis 

perkerjaan, kemantapan, disiplin dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas. 

4. Sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa/i untuk menyelesaikan program 

pendidikan A. Md di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

5. Mengetahui bagaimana melaporkan dan membayar pajak yang benar. 

6. Memahami sanksi terlambatnya atau tidak menyampaikan SPT. 

7. Mengetahui bagaimana penerbitan surat teguran kepada wjib pajak  yang 

belum menyampaiakn Surat Pemberitahuan. 
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D. Manfaat Program Pengalaman Kerja Lapangan 

Adapun manfaat dilaksanakannya Program Pengalaman Kerja Lapangan adalah : 

1. Mahasiswa/i dapat memahami dunia pekerjaan secara nyata dan dapat 

menumbuhkan sikap profesionalisme dalam memasuki lapangan kerja yang 

sesuai dengan bidangnya. 

2. Memberikan pengalaman yang sangat berharga mengenai cara membina 

hubungan kerja yang profesional terhadap karyawan yang ada dalam 

lingkungan perusahaan. 

3. Sebagai media untuk menjalin kerja sama antara Universitas Muhammdiyah 

Sumatera Utara dengan KPP Pratama Medan Petisah. 

4. Dapat menjelsakan langsung bagaimana operasional pada KPP Pratama 

Medan Petisah. 

5. Menjadikan mahasiswa mampu memahami tentang penerbitan Surat Teguran 

kepada wp. 

6. Mahasiswa mampu mengisi Surat Pemberitahuan, dan memahami sanksi jika 

tidak disampaikan oleh WP. 
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BAB II 

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Kajian Teori 

1. Defenisi pajak 

Pajak adalah iuran Pajak yang dibayar oleh orang pribadi atau badan 

bersifat memaksa bredasarkan undang-undang tidak mendapatakan imbalan secara 

langsung digunakan untuk kemakmuran rakyat. Definisi atau pengertian pajak 

menurut Prof. Dr Rochmat Soemito, SH: pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Lembaga pemerintah yang membantu mengurusi kewajiban kewajiban 

wajib pajak di indonesia adalah direktoran jedral pajak (DJP) yang berda di bawah 

Kementrian Keuangan Republik Inonesia. Banyak para ahli  yang memberikan 

pengertian atau definisi mengenai pajak. Menurut Soemitro, guru besar dalam 

hukum pajak pada universitas pajajaran, bandung, dikutip oleh siti resmi, (2008:1) 

yaitu: “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi). 

Yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk bembiayai pengeluaran 

umum”.  
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Dari pengertian pajak menurut Soemitro di atas dapat disimpulkan bahwa 

ada tiga unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu: 

1). Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang perpajakan. 

2). Sifatnya dapat dipaksakan. 

3). Tidak ada kotra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh                  

si pembayar pajak. 

2. Fungsi Pajak 

Pajak memiliki dua fungsi : 

1. Fungsi budgetair  

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

pengeluaran. 

2. Fungsi mengatur  

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh: 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimuman keras untuk 

mengurangikonsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi 

gaya hidup konsumtif. 

c. Tarif pajak untuk eskpor sebesar 0%, untuk mendorong eskpor produk 

indonesia dipasaran dunia. 
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Menurut penulis kesimpulan fungsiPajak tersebut sebagai sumber dana 

bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dansebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi. Sehingga negara indonesia dapat memiliki pemerintahan yang mampu 

mengatasi dalam bidang keuangan dengan banyaknya pengeluaran negara. 

3. SPT (Surat Pemberitahuan) 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang boleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

4. Fungsi SPT 

Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai 

sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah 

pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau 

melalui pemotongan atau pemungutan oihak lain dalam 1 (sastu) Tahun Pajak 

atau Bagian Tahun Pajak; 

b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; 

c) Harta dan kewajiban;dan/atau 

d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pepajakan. 
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5. Pengertian Surat Teguran 

 Langkah awal dalam tindakan surat penagihan adalah surat teguran. 

Dalam pasal 1 angka 10 undangn-undang nomor 19 tahun 1997 tengtang 

penangihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang nomor 19 tahun 2000. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau 

memperingati wajib pajak untuk membayar atau melunasi hutang pajaknya. 

6. Penerbitan Surat Teguran SPT 

 Penerbitan Surat Teguran, Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan 

oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada 

Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo 

pembayaran (DJP, 2013:8). Penerbitan Surat teguran harus mempertimbangkan 

upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena mulai tahun pajak 2008 

upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak menyebabkan tertangguhnya 

tanggal jatuh tempo dengan syarat syarat dan penyampaian penerbitan surat 

teguran SPT. 

a. Syarat penerbitan surat teguran SPT 

- Daftar nominatif wajib pajak yang akan diterbitkan surat teguran. 

- Nyampaikan daftar nominatif kepada kepala seksi pengawasan dan 

konsultasi. 

b. penyampaian surat teguran SPT 

- Secara langsung dan dibuktikan dengan tanda terima.  

- Melalui pos, atau  
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- Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman 

surat. 

7. Penyebab Keluarnya Surat Teguran SPT  

keterlambatan wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuannya kepada 

kantor pelayanan pajak, sehingga pihak kantor pelayanan pajak menerbitkan surat 

teguran untuk wajib pajak tersebut. 

8. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT 

Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan atau batas waktu perpajangan penyampaian surat pemberitahuan, 

dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar: 

a. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai. 

b. Rp 100. 000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya. 

c. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Pengasilan Wajib Pajak Badan. 

d. RP 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Pengasilan Wajib Pajak  Orang Pribadi. 

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat 

pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar 

atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga 

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,tidak dikenai sanksi pidana 

apabila keaplaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib 

Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 
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terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebsesar 200% (dua ratus 

persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan 

surat ketetapan pajak kurang bayar. 

Kealpaannya: 

Setiap orang yang karena kealpaannya : 

a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau 

b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak 

lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga 

dapat menibulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling 

sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan 

paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan aqtau paling 

lama 1 (satu) tahun. 

Kesengajaan:  

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan 

yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian 

pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) 

bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah 

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 
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Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi 

pidana apabila seseorang melakukan lagi tinda pidana di bidang perpajakan 

sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara 

yang dijatuhkan. 

B. DESKRIPSI DATA  

1. Gamabaran Umum KPP Pratama Medan Petisah 

a. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor 

Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 

tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 

443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah 

nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 191/KMK.01/2008 yang merupakan 

gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor 

Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta 

melakukan pemeriksaan tetapi bukan  lembaga yang memutuskan keberatan.  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah membawahi tiga 

kecamatan yaitu kecamatan Medan Petisah, kecamatan Medan Helvetia, dan 

kecamatan Medan Sunggal. Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
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Medan Petisah merupakan suatu kesatuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Medan Barat. Dikarenakan cakupan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Medan Barat terlalu luas maka dipecah menjadi 2 (dua) Kantor 

Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Wilayah kerja kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Medan Petisah meliputi 3 (tiga) kecamatan yng terdiri atas : 

Tabel wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah 

Kecamatan medan 

sunggal 

Kecamatan medan 

helvetia 

Kecamatan medan 

petisah 

Kel. Sunggal 

Kel. Tanjung rejo 

Kel. Babura sunggal 

Kel. Simpang tanjung 

 

Kel. Kampung lalang 

Kel. Tanjung gusta 

Kel.  Cinta damai 

Kel. Sei sikambing C II 

Kel. Dwikora 

Kel. Helvetia 

Kel. Helvetia tengah 

Kel. Helvetia timur 

Kel. Petisah tengah 

Kel. Sei sikambing D 

Kel. Sekip 

Kel. Sei putih barat 

Kel. Sei putih tengah 

Kel. Sei putih timur 

Kel. Sei putih timur II 

Sumber: KPP Prataman Medan Petisah 

2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah  

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku 

pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tetapi lebih jauh juga dapat memberikan 

dampak positif terhadap percepatan penerapan praktek-praktek good governance 



14 
 

pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman 

dalam  melakukan setiap kegiatan.  

Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah  

Menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem 

administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat 

dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi  

2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah  

a. Misi Fiskal : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang 

mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-

Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.  

b. Misi Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi 

permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan dengan 

meminimalkan distorsi.  

c. Misi Politik : Mendukung proses demokratisasi bangsa.  

d. Misi Kelembagaan : Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi 

masyarakat dan teknologi perpajakan serta admistrasi perpajakan mutakhir.  
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Moto Pelayanan Kantor Pelanyanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah 

adalah :  

1. Profesional  

2. Amanah  

3. Sederhana  

4. Transparan  

5. Inovatif  

3. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Medan Petisah  

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Petisah menyelenggarakan fungsi :  

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, 

serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, 

Perhutanan, dan Perikanan (P3).  

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.  

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.  

4. Penyuluhan perpajakan.  

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.  

6. Pelaksanaan ekstensifikasi.  

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.  

8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.   

9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.  
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10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.  

11. Pelaksanaan intensifikasi.  

12. Pembetulan ketetapan pajak.  

13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan sektor 

Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3).  

14. Pelaksanaan administrasi kantor. 

4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas KPP Pratama Petisah  

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan secara sistematis 

mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab 

masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur 

tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat 

dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dipimpin oleh seorang Kepala 

Kantor yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Petisah terdiri dari 11 (sebelas) seksi yang masing-masing seksi dipimpin oleh 

seorang kepala seksi. Struktur organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak  

Pratama Medan Petisah dapat digambarkan sebagai berikut :  

1. Sub Bagian Umum.  

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).  

3. Seksi Pelayanan.  

4. Seksi Penagihan.  

5. Seksi Pemeriksaan.  
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6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.  

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.  

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.  

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.  

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.  

11. Kelompok Jabatan Fungsional.  

 

Adapun struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Medan Petisah adalah sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Uraian Tugas dan Fungsi Setiap Seksi di KPP Pratama Medan Petisah  

Tugas dan fungsi masing-masing akan diuraikan dalam setiap seksi, 

dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah mempunyai tugas pokok 

yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan. Untuk dapat 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

KASUBBAG 

SEKSI PENGAWASAN DAN 
KONSULTASI 

KEPALA KANTOR 
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Nomor 14/PJ/2008, tanggal 13 Maret 2008, maka pembagian tugas dan wewenang 

masing-masing seksi adalah sebagai berikut :  

1. Kepala KPP (Kepala Kantor)  

Kepala Kantor mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :  

a. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja kantor sebagai bahan 

penyusunan rencana strategi kantor wilayah.  

b. Mengkoordinasi penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak 

berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi, keuangan, dan 

realisasi penerimaan tahun lalu.  

c.  Mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut Nota Kesepahaman sesuai 

arahan kepala kantor wilayah.  

d.  Mengkoordinasi rencana pencarian data strategis dan potensial dalam 

rangka intensifikasi atau ekstensifikasi perpajakan.  

e. Mengkoordinasi pelaksanaan rencana pencarian data strategis dan potensial 

dalam rangka intensifikasi atau ekstensifikasi perpajakan.  

f. Mengkoordinasi pengolahan data yang sumber datanya strategis dan 

potensial dalam rangka intensifikasi atau ekstensifikasi perpajakan.  

g. Mengkoordinasi pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan 

atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak berdasarkan hasil 

penghitungan ketetapan pajak.  

h. Mengkoordinasi pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.  

i. Mengkoordinasi penyusunan monografi perpajakan.  
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j. Mengkoordinasi pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan 

PPh, pembayaran masa PPN/PPnBM dan PBB sektor Perkebunan, 

Perhutanan, dan Perikanan (P3) untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak serta mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan pajak.  

2. Sub Bagian Umum Dan Kepatuhan Internal  

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dalam 

mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretarian terutama dalam hal 

pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta 

perlengkapan.  

Adapun tugasnya sebagai berikut:  

a. Penatausahaan surat masuk dan keluar.  

b.  Menyusun tanggapan atau tindak lanjut terhadap surat hasil pemeriksaan 

atau laporan hasil pemeriksaan dari Ditjen Kemenkeu/BPK/ Unit 

Fungsional Pemeriksaan lainnya.  

c.  Menyusun tanggapan terhadap surat pengaduan anggota masyaraakat 

melalui pos maaupun secara langsung. 

d. Menyusun laporan berkala KPP, meliputi Laporan Ketertiban pegawai, 

Laporan Penggunaan Anggaran, Laporan Pemakaian Barang-barang milik 

negara dan lain sebagaainya.  

e.  Meneliti pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi sessuai dengan peraturan 

Pemerintah No. 53 tahun 2010.  

f. Pengadministrasian hak-hak pegawai antaraa lain hak cuti, asuransi 

kesehatan, pengangkatan pegawai, pengajuan pengsiun dan sebagainya.  
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g.  Pengadministrasian gaji pegawai.  

h. Pemeliharaan aset-aset negara serta pengadaaan barang-barang kebutuhan 

kantor.  

i.  Pengelolaan dan penggunaan anggaran, serta mengelola sistem akuntansi 

instansi. 

3.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi  

Melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (PPh, PPN, dan Pajak 

lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis 

perpajakan, penyusunan profil Wajb Pajak, analis kinerja Wajib Pajak dalam 

rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian 

tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (territorial tertentu). 

a. Melakukan pengawasan penerbitan surat teguran kepada Wajib Pajak yang 

belum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).  

b. Melaksanakan peneliatian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak.  

c. Melakukan penghapusan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.  

d. Pengusulan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) fiktif.  

e. Pengusulan Wajib Pajak patuh.  

f. Melakukan penelitian untuk mengusulkan penerbitan Surat Keterangan Fiskal 

(SKF).  

g. Pemberian izin penggunaan mesin teraan materai.  

h. Melakukan bimbingan dan memberikan konsultasi teknis kepada Wajib Pajak.  
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i. Mengirimkan himbauan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT).  

j. Melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan 

dan wajib pajak.  

k. Melaksanakan rekonsiliasi data Wajib Pajak (data maching).  

l. Membuat Surat Keterangan Bebas (SKB).  

C. Pelaksanaan Program Pengalaman Kerja Lapangan 

1. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Kerja Lapangan  

Berdasarkan dari kantor pelayanan pajak pratama medan petisah, menulis, 

melaksanakan program pengalaman lapangan, terhitung mulai tanggal 1 februari 

2019 sampai 28 februari 2019 yaitu setiap hari jam kerja di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Medan Petisa tersebut. Dan waktu kegiatan yang disediakan 

kepada penulis selama berada di Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Petisa 

adalah sama dengan waktu kerja pegawai yaiutu mulai pukul 07:30 sampai 12:00 

wib, kemudian istirahat sampai pukul 13:00 wib, lalu dilanjut lagi dengan 17:00 

wib. Selama melaksanakan Program Pengalaman Lapangan penulis ditempat 

dibagian Pengawasan dan Konsultasi III.  

Adapun bentuk kegiatan yang penulis lakukan selama PPL di Kantor 

Pelayanan Pajak Medan Petisa :  

1. Menerima surat masuk  

2. Mencetak disposisi surat masuk  

3. Mendistribusikan surat masuk kepada AR  

4. Mengetik dan mengirim nota dinas lembar penghitungan STP  

5. Meneruskan surat keseksi seterusnya  
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2. Prosedur Kerja 

Dalam melaksankan prosedur program pengalaman lapangan menulis wajib 

melaksanakan setiap perarturan yang telah ditetapkan oleh kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Medan Petisa. 

Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan di bidang yang sudah diletakan 

pengawasan dan kosultasi III 

1. Menerima surat masuk 

Menerima surat masuk yang datang dari seksi pelayanan dan ditanda tangani 

oleh AR. 

2. Mencetak disposisi surat masuk  

Surat yang sudah diterima di input dan kemudian di cetak sesuai AR yang 

menanggung jawabin.  

3. Mendistribusikan surat kepada AR 

Surat yang sudah di tanda tangani oleh kepala seksi di berikan kembali 

kepada AR. 

4. Mengetik dan mengirim nota dinas lembar penghitungan STP 

Mengetik dan mengirim nota dinas yang datang dari pelayanan dikirim 

kepada kesekretariatan.  

5. Meneruskan surat keseksi lainnya  

Mengirim surat dari pelayanan ke setiap seksi sesuai surat yang di keluarkan 

ke tiap-tiap seksi. 
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3. Kendala Kerja dan Upaya Pemecahan  

a. Kendala kerja  

1) Banyaknya wajib pajak yang melakukan kesalahan pengisian SPT tahunan 

di KPP Pratama Medan Petisa 

2) Banyak nya surat yang belum disesuaikan dengan dokumen-dokumen 

yang sama 

3) Berkas-berkas lama yang masih belum di rapikan atau di susun sesuai 

tahun di terbitkannya dan di keluarkan  

4) Menulis NPW dan alamat WP sesuai dengan dokumen WP pada tahun-

tahun sebelumnya. 

b. Upaya Pemecahan 

1) Meberikan buku petunjuk pengisian SPT kepada setiap WP yang datang  

2) Menyusun dokumen-dokumen dengan teratur tanpa harus menunggu 

menumpuk di ruang berkas 

3) Menyusun langsung ketika surat diterbitkan di tempat kotak atau map  

4) Pembaharuan kembali penulisan NPWP dan alamat WP agar tidak hilang 

di ruang berkas 
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D. Analisis dan Pembahasan 

1. Statistik Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Medan Petisah 

Keterangan 2015 2016 2017 2018 
1. WP Terdaftar 

• Badan  

• Op non karyawan 

• Op karyawan 

100.008 

11.413 

26.227 

62.368 

105.954 

12.137 

26.576 

67.241 

113.220 

12.897 

28.140 

72.183 

118.820 

13.449 

29.194 

76.177 

2.  WP Terdaftar Wajib SPT 

• Badan  

• Op non karyawan 

• Op karyawan 

42.533 

4.928 

8.308 

29.297 

44.700 

4.918 

6.521 

33.261 

40.723 

4.622 

6.770 

29.331 

44.136 

5.543 

7.429 

31.164 

3. Realisasi SPT 

• Badan  

• Op non karyawan 

• Op karyawan 

28.287 

2.983 

5.193 

20.111 

32.581 

3.057 

5.880 

23.644 

32.316 

2.981 

6.700 

22.635 

32.955 

3.199 

8.034 

21.722 

4. Rasio Kepatuhan (3:2) 

• Badan  

• Op non karyawan 

• Op karyawan 

66,51% 

60,53% 

62,51% 

68,65% 

72,89% 

62,16% 

90,71% 

71,09% 

79,67% 

64,50% 

98,97% 

77,17% 

74,67% 

57,71% 

108,14% 

69,70% 

5. Penerbitan Surat Teguran SPT 

• OP 

 

182 

 

599 

 

1.191 

 

821 

Sumber tabel : KPP Pratama Medan Petisah 
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Dari data tersebut di KPP Pratama Medan Petisah  jumlah WP yang 

tedaftar ada 200.016 yang terdiri dari WP OP, WP Badan, WP Non Karyawan di 

tahun 2015. Dan di tahun 2015 realisasi yang terjadi atas pelaporan SPT di KPP 

Pratama Medan Petisah sebesar 56.574, terdiri dari WP OP , WP Badan, dan WP 

Non Karyawan. Dari hasil WP yang terdaftar dan yang patuh atau realisasi dapat 

di temukan  masih banyaknya WP yang belum patuh atas Pelaporan SPT di KPP 

Pratama Medan Petisah yaitu sebesar 143.442 terdiri dari WP Badan, WP Badan, 

dan WP Non Karyawan. Akibat yang terjadi atas WP yang tidak melaporkan 

kewajiban tersebut maka KPP Pratama Medan Barat mengeluarkan ST (Surat 

Teguran ) pajak yang dikirim ke alamat WP. Ada sebesar 182 surat yang di 

keluarkan oleh KPP Pratama Medan Petisah di tahun 2015 bagi WP OP saja. Dari 

data tersebut masih banyak WP yang patuh atas pelaporan SPT nya dan masih 

belum terselesaikan.  

2.  Penyebab WP tidak melaporkan SPT  

Adapun penyebab WP tidak melaporkan SPTnya : 

a. Ketidak tahuan bagaimana cara melaporkan  

b. Kesengajaan  

c. Ketidak tahuan akan penggunaan pelaporan SPT berbasis Teknologi 

Informasi 

d. Kurangnya kesadaran pentingnya melaporkan SPT di karenakan sudah di 

potong terlebih dahulu oleh kantor atas penghasilan yang diterima 
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3. Penyebab Keluarnya Surat Teguran SPT  

keterlambatan wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuannya kepada 

kantor pelayanan pajak, sehingga pihak kantor pelayanan pajak menerbitkan surat 

teguran untuk wajib pajak tersebut. 

Sebab terbitnya STP sebagai berikut: 

a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, 

b) Berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayarn pajak sebagai 

akibat salah tulis dan atau salah hitung. 

c) Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. 

d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur 

pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. 

e) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak mengisi faktur 

secara lengkap 

f) PKP melaporkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. 

g) PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak 

masukan. 

4. Pengaruh dikeluarkannya ST ( Surat Teguran ) Pajak 

Surat teguran yang dikirim bertujuan untuk menegur atau memperingatkan 

Wajib Pajak agar membayar hutang pajaknya 

a. memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai 

dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan 

saat jatuh tempo 

 



27 
 

b. menyadari wp akan kewajibannya  

c. mempengaruhi penerimaan pajak yang apabila ketika wp lupa maka sama 

halnya mengingatkan kembali. 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Penerbitan Surat Teguran, surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak 

untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran 

(DJP, 2013:8). Penerbitan Surat teguran harus mempertimbangkan upaya 

hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena mulai tahun pajak 2008 

upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak menyebabkan 

tertangguhnya tanggal jatuh tempo dengan syarat syarat dan penyampaian 

penerbitan surat teguran SPT. 

2. Syarat penerbitan surat teguran SPT 

- Daftar nominatif wajib pajak yang akan diterbitkan surat teguran. 

- Nyampaikan daftar nominatif kepada kepala seksi pengawasan dan 

konsultasi. 

3. Keterlambatan wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuannya kepada 

kantor pelayanan pajak, sehingga pihak kantor pelayanan pajak menerbitkan 

surat teguran untuk wajib pajak tersebut. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dapat diberikan sebagai 

berikut: 

a) Meningkatkan sosialisasi kepada setiap Wajib Pajak pentingnya pajak dan 

penyebab adanya Surat Teguran Pajak yang dikeluarkan semata-mata 

sebagai salah satu sarana pengingat kembali ke WP atas kewajibannya.  

b) Memberikan kemudahan terhadapat WP yang telah mendapatkan STP 

untuk memenuhi kewajibannya dan memberikan dampak atas kealpaan 

yang di lakukan oleh WP dan/atau kesengajaan WP itu sendiri 

c) Memberikan akses bagi WP yang telah dengan sengajanya mengabaikan 

STP yang sudah di sampaikan dan/atau di kirim ke WP itu sendiri. 
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